




A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 
1945 Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hukum 
mempunyai peranan yang sangat mendasar bagi kehidupan bangsa dan negara 
karena telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut. Ini 
mengandung makna bahwa hukum harus menampilkan peranannya sebagai 
titik sentral dalam seluruh kehidupan orang perorangan maupun kehidupan 
berbangsa dan bernegara (Mochtar Kusumaatmadja, 1975:27). 
Pelaksanaan penegakkan hukum dilakukan oleh badan-badan peradilan 
dibawah Mahkamah Agung yang merupakan alat kekuasaan kehakiman 
sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, 
bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 
Sangat sedikit diantara sekian banyak rakyat Indonesia yang menaruh 
perhatian pada hukum militer. Mungkin orang menganggap bahwa hukum 
militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak 
salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara 
merupakan subsistem hukum dari negara tersebut, karena militer itu adalah 
bagian dari suatu masyarakat atau bangsa yang melakukan tugas khusus. 
Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa, dengan menggunakan senjata 
atau dengan kata lain tugas utamanya adalah bertempur. 
Militer adalah orang terdidik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur. 
Oleh karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang 
khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan 
dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Beberapa pihak 
menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin. Itu benar, 




disiplin itu adalah hukum. Karenanya hukum itu secara tidak langsung 
menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Pengadilan militer sebagai 
wujud nyata bagi masyarakat umum adalah lembaga penegakan hukum atau 
displin bagi para anggota militer.Kekhususan dalam mengemban tugas ini, 
mengakibatkan terjadinya pemisahan peradilan anggota tentara dengan 
masyarakat umum. Penegakan disiplin yang sangat ketat dan harus 
dipertanggungjawabkan di lembaga khusus jika melanggar. Mereka diadili 
dengan aturan yang khusus berlaku bagi mereka dengan tidak 
mengesampingkan kenyataan yang hidup ditengah masyarakat.  
Hukum militer merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari 
sistem Hukum Nasional yang sekaligus juga merupakan subsistem dari 
ketentuan yang mengatur tentang Pertahanan Keamanan Negara. Dengan 
demikian sistem asas-asas pokok hukum militer harus berpangkal tolak dari 
tugas militer dan dari sistem serta asas-asas pokok Hukum Nasional. Disisi lain 
hukum militer berkewajiban menjamin terselenggaranya tugas-tugas militer 
tersebut dengan baik dan benar. 
Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara 
yang kebal terhadaphukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh 
warga sipil maupun anggota TentaraNasional Indonesia. Apabila kejahatan 
dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikutihukum acara 
pidana sipil yang diatur dalam KUHAP. Apabila anggota Tentara Nasional 
Indonesiamelakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada 
keistimewaan apapun, mulaiproses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan 
sampai peradilan akan mengikuti hukum acaraperadilan militer sebagaimana 
diatur dalam Undang-UndangNomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer 
(Luhut M.P. Pangaribuan, 2006:432). 
Ketentuan mengenai anggota militer khusunya anggota TNI telah diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 
Indonesia. Salah satu ketentuan yang terkandung dalam undang-undang terkait 
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larangan penyalahgunaan wewenang sebagai anggota TNI telah dirumuskan 
dalam larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam beberapa hal. Pasal 39 
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 
menyebutkan bahwa 
“Prajurit dilarang terlibat dalam: 
1. Kegiatan menjadi anggota partai politik; 
2. Kegiatan politik praktis; 
3. Kegiatan bisnis; dan  
4. Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan 
umum dan jabatan politis lainnya”. 
Terhadap putusan pengadilan militer yang tidak memuaskan terdakwa 
prajurit militer atau penuntut umum (Oditur), maka dapat diajukan upaya 
hukum. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Oditur untuk tidak menerima 
putusan pengadilan militer yang berupa perlawanan baik banding atau kasasi 
atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam 
hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Terdakwa atau 
Oditur berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat 
pertama kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan atau lepas 
dari  segala tuntutan yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan 
hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat yang berupa pidana 
perampasan dan kemerdekaan (Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997  Pasal 
219-230 tentang Peradilan Militer).  
Mencermati perkara penyalahgunaan kekuasaan terdakwa Akhmad 
Yani yang sudah ada putusan banding dari Mahkamah Agung yang tertuang 
dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor : PUT/33-K/PMT-
I/BDG/AD/III/2011, terdakwa tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim 
Pengadilan Militer Medan dikarenakan tidak terpenuhinya unsur pembuktian 
pidana. Upaya hukum banding tersebut dalam Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 1997 tentang Peradilan Militertelah diatur secara rinci termasuk syarat-
syarat dalam mengajukan permohonan banding. Syarat dalam mengajukan 
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banding adalah pemohon banding yang bersangkutan harus mencantumkan 
memori banding, dimana memori banding tersebut sifatnya wajib. Dalam 
memori banding tersebut berisi alasan-alasan pengajuan banding oleh pemohon 
banding yang harus sesuai alasan-alasan banding yang telah ditetapkan secara 
limitatif oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 
dalam Pasal 224 (Luhut M.P. Pangaribuan, 2006:491) sebagai berikut :  
“Selama Pengadilan tingkat banding belum memulai memeriksa suatu 
perkara, baik terdakwa atau kuasanya maupun Oditur dapat menyerahkan 
memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tingkat 
banding”. 
Sebagai konsekwensi logis bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 
1997 tentang Peradilan Militer bersifat mengikat maka tentu saja terdakwa 
yang hendak mengajukan banding juga harus menyusun memori banding yang 
berisi alasan-alasan pengajuan banding. Salah satu alasan banding yang 
dicantumkan oleh terdakwa Akhmad Yani sebagai pemohon banding adalah 
karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian pidana. 
Perlu diketahui lebih lanjut adalah memori banding yang berisi alasan-
alasan banding tersebut dalam praktiknya juga digunakan sebagai obyek 
pemeriksaan serta bahan pertimbangan Pengadilan Militer Tinggi dalam 
memutuskan permohonan banding yang bersangkutan. Dari memori banding 
tersebut maka akan timbul argumentasi-argumentasi hakim Pengadilan Militer 
Tinggi terhadap penerapan hukum yang dilakukan atas perkara yang diperiksa 
dan diputus olehnya. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis hendak mengkaji lebih dalam 
mengenai pengajuan banding oleh terdakwa Akhmad Yani terhadap putusan 
Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara penyalahgunaan kekuasaan serta 
pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi I dalam mengabulkan 
permohonan banding terdakwa dalam perkara penyalahgunaan kekuasaan, 
dimana kedua hal tersebut sudahkah sesuai atau belum dengan Undang-
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Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam perkara 
penyalahgunaan kekuasaan dengan terdakwa Akhmad Yani dalam suatu 
Penulisan Hukum (skripsi) yang berjudul “TINJAUAN TENTANG 
PENGAJUAN UPAYA HUKUM BANDING OLEH TERDAKWA 
TERHADAP PUTUSAN  PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN 
DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN (STUDI 
PUTUSAN PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN NOMOR: 
PUT/33-K/PMT-I/BDG/AD/III/2011)”. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang 
lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti 
berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah. Perumusan masalah 
merupakan hal yang sangat penting dalam setiap tahap penelitian (Abdulkadir 
Muhammad, 2004:62). 
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis 
merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap 
permasalahan yang akan dibahas serta untuk lebih mengarahkan pembahasan. 
Adapun permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut : 
a. Apakah memori banding yang diajukan terdakwa terhadap putusan 
Pengadilan Militer I-02 Medan dalam perkara penyalahgunaan 
kekuasaan sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer? 
b. Apakah Pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi I dalam 
mengabulkan permohonan banding terdakwa dalam perkara 
penyalahgunaan kekuasaan sudah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer? 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
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Penelitian dilakukan karena semata-mata memiliki tujuan. Kegiatan 
penelitian selalu mempunyai tujuan tersendiri yang hendak dicapai oleh 
peneliti yang terkait dengan perumusan masalah dan judul penelitian itu 
sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan arah dalam melangkah 
sesuai dengan maksud penelitian. Berpijak dari hal tersebut maka peneliti 
mengkategorikan tujuan penulisan kedalam dua kelompok yaitu tujuan 
obyektif dan tujuan subyektif : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Mengetahui pengajuan banding yang diajukan terdakwa 
terhadap putusan Pengadilan Militer I-02 Medan dalam 
perkara penyalahgunaan kekuasaan sudah sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer. 
b. Mengetahui secara jelas pertimbangan hukum Pengadilan 
Militer Tinggi I dalam mengabulkan permohonan banding 
terdakwa dalam perkara penyalahgunaan kekuasaan sudah 
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Peradilan Militer. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti 
dibidang hukum acara militer mengenai pengajuan upaya 
banding yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara 
penyalahgunaan kekuasaan. 
b. Memberikan pengetahuan kepada pembaca secara umum 
mengenai pengajuan banding yang dilakukan oleh terdakwa 
dalam perkara penyalahgunaan kekuasaan. 
c. Menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah peneliti 
peroleh, agar dapat memberi manfaat bagi penulis pada 
khususnya dan pembaca pada umumnya.  
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d. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh 
gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum pada Fakutas 
hukum Univesitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian akan mempunyai nilai dimata pembaca apabila 
penelitian tersebut memberi manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat 
yang dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu 
tambahan referensi, masukan data ataupun literature bagi 
penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak 
yang berkepentingan. 
b. Hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dalam 
perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang 
hukum acara pidana. 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi 
penelitian-penelitian yang sama atau sejenis pada tahap 
selanjutnya. 
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan pendalaman, pengetahuan dan pengalaman 
 yang baru kepada penulis mengenai permasalahan hukum 
yang dikaji sehingga berguna bagi penulis dikemudian hari. 
b. Menjadi sarana bagi peneliti untuk mengembangkan 
penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, menentukan pola 
pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti 
dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.  
c. Sebagai masukan bagi pihak yang terkait langsung dengan 
masalah yang diteliti, serta memberi jawaban terhadap 




E. Metode Penelitian 
Penelitian hukum diperlukan untuk mencari solusi atas isu hukum yang 
timbul. Menurut Soerjono Soekanto (dalam Zainuddin Ali, 2013:18) penelitian 
hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 
satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalis. Disamping 
itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut 
untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-
permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan. 
Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian 
hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal 
(doctrinal research) yaitu penelitian berdasarkan pada teori hukum dan  bahan-
bahan hukum (library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari 
bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian 
yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur kategori hukum 
tertentu. Hubungan antar hubungan dianalisa serta menjelaskan hambatan-
hambatan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan ( Peter 
Mahmud Marzuki, 2005: 32). 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu 
sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yangpreskriptif. Artinya 
sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, 
konsep-konsep hukum, norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, validitas 
aturan hukum dan nilai-nilai keadilan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, 
penelitian hukum yang dilakukan oleh praktis maupun para scholars tidak 
dimulai dengan hipotesis, sehingga dalam hal ini bukan sekedar menetapkan 
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aturan yang ada melainkan juga menciptakan hukum untuk mengatasi masalah 
yang dihadapi.  
Sebagai ilmu-ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, 
ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat 
preskriptif keilmuan hukum ini merupakan sesuatu yang substansial didalam 
ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011:22). Dalam penelitian ini penulis 
akan memberikan preskriptif  mengenai latar belakang dan tujuan pengajuan 
banding terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi Nomor : 
PUT/33-K/PMT-I/BDG/AD/III/2011 
3. Pendekatan Penelitian 
Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan. Dengan 
menggunakan pendekatan tersebut, penelitian akan mendapatkan informasi dari 
berbagai aspek mengenai isu yang coba dicari jawabannya. Pendekatan-
pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum diantaranya adalah 
sebagai berikut (Peter Mahmud Marzuki, 2005:93) : a. Pendekatan kasus (case 
approach); b. Pendekatan perundang-undangan (statute approach); c. 
Pendekatan historis (historical approach); d. Pendekatan perbandingan 
(comparative approach); e. Pendekatan konseptual (conceptual approach). 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kasus (case approach). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan 
untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan 
dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan 
telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang 
telah menjadi putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini mengenai kasus pengajuan 
banding oleh terdakwa terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama 





4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi 
sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Bruce Bott dan Ruth Talbot-Stokes (dalam Dyah 
Ochtorina Susanti dan A’an Efendi, 2014:49) membagi bahan hukum 
menjadi dua macam, yaitu primary source dan secondary source. 
Primary source adalah “the law stated” dan secondary source adalah 
“discussion about law”. 
Sepaham dengan Peter Mahmud Marzuki (2011:141) penelitian 
hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah 
bahan hukum dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data  yaitu : 
a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang 
bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan 
hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud 
Marzuki, 2005:141). 
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara pidana; 
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman; 
4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;dan 




b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks 
karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu 
hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang 
mempunyai kualifikasi tinggi  (Peter Mahmud Marzuki, 
2005:142). 
Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang 
digunakan meliputi : 
1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum; 
2) Kamus-kamus hukum; 
3) Makalah-makalah dan hasil-hasil karya ilmiah para 
sarjana; 
4) Literatur dan hasil penelitian lainnya. 
 
5. Teknik Pengunmpulan Bahan Hukum 
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk 
mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah 
studi dokumen (studi kepustakaan), yaitu pengumpulan data dengan 
mempelajari, membaca, mencatat  peraturan perundang-undangan, dokumen-
dokumen resmi maupun literature yang erat kaitannya dengan isu hukum 
yang hendak diteliti. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan 
sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. 
 
6. Teknik Analisis Bahan Hukum  
Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. 
Silogisme adalah metode argumentasi yang dikonklusinya diambil dari 
premis-premis yang menyatakan permasalahan yang berlainan. Penggunaan 
metode deduktif ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian 
diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut ditarik suatu 
12 
 
kesimpulan. Menurut Philipus M. Hudjon (dalam Peter Mahmud Marzuki, 
2005:47) mengemukakan bahwa di dalam logika silogistik untuk penalaran 
hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum dan premis 
minor merupakan fakta hukum. 
 
F. Sistematika Penulisan 
Penulis menjabarkan bentuk sistematika penelitian hukum untuk 
mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan gambaran 
mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan dalam 
penelitian hukum. Sistematika penelitian hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab 
yang menjabarkan tiap bab, terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan 
untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun 
penulisan menyusun penelitian hukum sebagai berikut: 
 
BAB I   :  PENDAHULUAN 
Bab ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 
Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.  
BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang hasil kepustakaan yang 
meliputi dua hal yaitu Kerangka Teori dan Kerangka 
Pemikiran. Pada bab ini penulis akan memberikan 
landasan teori atau memberikan penjelasan secara 
teoritik yang bersumber pada bahan baku yang penulis 
gunakan dan doktrin ilmu hukum yang dianut secara 
universal mengenai persoalan yang berkaitan dengan 
permasalahan yang penulis teliti. Landasan teori 
tersebut meliputi tinjauan tentang Pengadilan Militer, 
tinjauan tentang Putusan, tinjauan tentang Upaya 
Hukum, tinjauan tentang Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Kekuasaan. Pembahasan yang 
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selanjutnya adalah mengenai kerangka pemikiran yang 
akan disampaikan dalam bentuk bagan dan uraian 
singkat.  
BAB III  :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan sajian mengenai hasil penelitian dan 
pembahasan. Berdasarkan rumusan masalah yang 
diteliti, terdapat dua pokok masalah yang dibahas 
dalam penelitian, yaitu apakah memori banding yang 
diajukan terdakwa terhadap putusan Pengadilan Militer 
I-02 Medan dalam perkara penyalahgunaan kekuasaan 
sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan apakah 
pertimbangan hukum Pengadilan Militer Tinggi I 
dalam mengabulkan permohonan banding terdakwa 
dalam perkara penyalahgunaan kekuasaan sudah sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer. 
BAB IV :  PENUTUP 
Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum 
ini dimana penulis menguraikan kesimpulan yang 
diperoleh dari keseluruhan hasil pembahasan dan 
proses meneliti, serta saran yang dapat penulis 
kemukakan kepada para pihak terkait dengan penulisan 
hukum ini.  
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
 
 
 
 
